BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHAP KESATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan seluas-
luasnya kepada daerah kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek-aspek
hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan
antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta
peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan
sistem penyelenggaraan pemerintahan mnegara, beberapa
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dialihkan kepada
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat
berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c. bahwa beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan
tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga
perlu dicabut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahap Kesatu;
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 282, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 80

Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Menetapkan :

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHAP KESATU.



Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2007 Nomor 49);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Retribusi
Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 62);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi
Biaya  Administrasi (Lembaran Daerah  Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 66);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Retribusi
Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 74);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi
Izin Pengumpulan dan/atau Pengiriman Logam Tua
dan/atau Barang Bekas (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 76);

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Retribusi
Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 77);

Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten
Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 89);

Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 159);
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Tahun 2013 Nomor 178); dan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Usaha
Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2013 Nomor 179),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 2018

BUPATI BANGKA TENGAH,

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

SUGIANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 252

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (4.2 /2018)



